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BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG
IZIN USAHA ANCKUTAN Di KABUPATEN TEGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal yang mengatur mengenai Retribusi Daerah perlu disesuaikan |

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l Tegal Nomor 2 Tahun
1087 tentang lzin Mendinkan Perusahaan Pengangkutan Dalam Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat |l Tegai, sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali
Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Daerah.

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1880 tentang Jalan {Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 ) ;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
{Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 |, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3480) ;

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik

indonesia (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 81 , Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3710) ;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839) ,

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat |l Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat Il
Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3221) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada
Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat || (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
26 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410),

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3527);
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9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden |

10. Keputusan Menten Dalam Neger Nomeor 23 Tahun 18996 tentang Ketentuan
Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah |

11. Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 4 Tahun 1997 lentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipit di Linakungan Pemerintah Daerah |

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang
Penyelengaaraan Angkutan Orang di  Jalan Dengan Kendaraan Umum |

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomaor KM 15 Tahun 1996 tentang
Penyempumaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993
tentang Penvelenqgaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan
Umum |

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Tegal Nomor 3 Tahun 1991
tentang Penvidik Peagawal Neger! Sipl! di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat il Tegal ({.embaran Daerah Tahun 1991 Nomor 11) ;

15. Peraturan Daeiaii Kabupaten Daeran Tingkat il Tegal Nomor 4 Tahun 1995
tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten Daerah Tingkat !l Tegal (Lembaran Daerah Tahun 1996
Nomor 3).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG IZIN USAHA

ANGKUTAN Di KABUPATEN TEGAL.

BAR |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
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Daerah adalah Kabupaten Tegal |

Pemerintah Daerah adaiah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan
ekseiwitif Daerah |

Bupati adalah Bupati Tegal ;

Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Anglastan Jalan Kabupaten Tegal |

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupsaten Tegal |
Perusahaan Angkutan adalah Perusahaan yang menyelenggarakan Angkutan orang dan / atau
barang dengan kendaraan hermotor yang berdomisill dalam wilayah Kabupaten Tegal |
Kendaraan Bermotor Umum adalah setiep kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang
ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan / atau angkutan
barang di jalan selain kendaraan yang berjalan di atzs ref dan kendaraan bermotor roda dua, yang
biasanya disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan pembavyaran |

izin adalah Surat izin untuk pengusahaan anglastan orang dan / atau barang dengan kendaraan
bermotor umum yang dikeluarkan cleh Bupati |

Pemohon adalah Perorangan atau Radan Hukum yang akan mengajukan permoehonan zin.

BAB i
PENGUSAHAAN ANGKUTAN
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Pasal 2

(1) Untuk pengusahaan angkutan orang dan / atau angkutan barang dengan kendaraan umum harus
dengan izin Bupati ;

(2) 1zin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak membebaskan perusahaan yang
bersangkutan dari ketentuan yang berlaku bagi pendirian perusahaan.

Pasai 3

Kegiatan usaha angkutan orang dan / atau angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan
oleh :

a. Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha milik Daerah ;

b. Badan Usaha milik Swasta ;

c. Koperasi ,

d. Perorangan warga negara Indonesia.

BAB Il
TATA CARA DAN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN

Fasal 4

Untuk memperoleh i1zin setiap pemohon diharuskan memenuhi persyatan sebagai berikut :

a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ;

b. Akie Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Usaha, Akte Pendirian
Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, Tanda jati diri bagi pemohon perorangan ;
Surat lzin Gangguan (HO) ;

Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermaotor |

Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpannan kendaraan.

~mao

Pasai §

Bentuk permohonan izin usaha angkutan, izin usaha angkutan, pembekuan izin usaha angkutan,
pencabutan izin usaha angkutan, laporan usaha angkutan dan penoclakan izin usaha angkutan, akan
diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 8

Pengusaha angkutan vang telah mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan :

a. memiliki dan / atau menguasai kendaraan sesual dengan peruntukannya, yang memenunhi
persyaratan teknis dan laik jalan ;

b. memiliki dan / atau mengusai tempat penyimpanan Kendaraan (pool kendaraan) ,

c. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam wakiu & enam) bulan, sejak

diterbitkan izin usaha angkutan |

melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Kepala Dinas |

e. mentaati ketentuan wajib angkut kinm pos sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1984 tentang POS, Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang ketentuan
mengenal dana perianggungan wajib kecelakaan penumpang beserta peraturan
pelaksanaannya, dan peraturan perundang - undangan yang berlaku lainnya berkaitan
dengan bidang usaha angkutan ;

o
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f melaporkan kepada Bupali apabila teijadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisil
perusahaan.

BAB V
JANGEA WAKTL FPENCABUTAN IZIN

1zin beriaku selama perusahaan masih meniaiankan usahanya di bidang angkutan.

Pasal 8

1zin tidak bertaku lagi atau dapat dicabul cleh Bupat, apabia

a pemegang izin memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan
WLl

pemegang izin tidak dapat memenuhi pereyaratan yang ditetapkan dalam surat izin ;

pemegang izin menyatakan menghentikan usananya di bidang angkutan |

pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6
Peraturan Deerah inl, dan ieleh dibeii penngatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang
waktu masing-masing 1 {s8atu) buian

Qoo

BAB V!
BIAYA IZIN

Pasal 9
Unluk mendapalxarn win lidak cipuigul Diaya.

BAB Vi
PELAKSANAAN DAN PENCAWASAN

Pasal 10

(1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati,
(2) Pengawasan alas Peiaturan Daeral inl diiakukan oleh inspekioiat wiayah Daerah.

8AB Vil
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

(1) Borang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6
Peraturan Daeral inl diancam dengern pidana kuiungan selama-lamanya 3 (liga) buian  atau
denda setingg! - tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebadaimana dimaksud daiam avat (1) Pasal ini adaish pelanggaran

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasail 12

(1) Selain olen Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak
pidana sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh
Pejabatl Penyidik Pegawai Negeri Sipi di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang beriaku ;

(2) Pelaksanaan dan tata cara penyidikan oleh penvidik sabagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.
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BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini Izin Usaha yang lelah diterbitkan tetap
berlaku dan selambat-lambatnya dalam 1 satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini
harus menyesuaikan izin usahanya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
selambat-lambatnya dalam wakiu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB Xi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Tegal Nomor 2 Tahun 1987 tentang izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Dalam Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat il Tegal, dinyatakan tidak beriaku lagi.
Pasal 15

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Siawi
pada tanggal 10 Juli 2000

DIUNDANGKAN DI SLAW! e
PADA TANGGAL 12 Juli 2000

TAHUN 2000 NOMOR 29



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN DI KABUPATEN TEGAL

. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang mengatur
mengenal Retribusi Daerah periu disesuaikan.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l Tegal Nomor 2 Tahun 1987
tentang 1zin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat |
Tegal, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga periu
ditinjau kembali .

Bahwa sehubungan dengan hal lersebut, dipandang perlu mengatur kembali
Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Daerah.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 : Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL



